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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaruh Bea
Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19, (2) mengetahui pengaruh dan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19, serta (3) mengetahui
pengaruh Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kota Denpasar pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif dengan hipotesis tertentu. Data dalam penelitian ini diperoleh
melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara teknik studi dokumen melalui mengumpulkan, membaca,
menelaah, serta melakukan analisis data sekunder terkait. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dan penetapan target
menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengolahan dan analisis data
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Bea Hak Perolehan atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19, (2) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi
covid-19, (3) Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara simultan berpengaruh positif
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi
covid-19.

Kata Kunci : Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.

This study aims to (1) identify, study, and analyze the effect of Land and Building
Acquisition Fees (BPHTB) on Regional Original Income (PAD) in Denpasar city during
the covid-19 pandemic, (2) determine the effect and Land and Building Tax Rural and
Urban Areas (PBB-P2) on Regional Original Income (PAD) Denpasar city during the
covid-19 pandemic, and (3) knowing the effect of Fees on Land and Building Acquisition
Rights (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB -P2) to Regional
Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic. The type
of research used is quantitative research with certain hypotheses. The data in this study
were obtained through the official website of the Regional Revenue Agency for the City of
Denpasar. Data collection was carried out by means of document study techniques
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through collecting, reading, studying, and analyzing related secondary data. The
sampling technique used is a non-probability sampling technique and target
determination uses a purposive sampling technique with quantitative data processing and
analysis techniques. The results of the study showed that (1) Land and Building
Acquisition Fees (BPHTB) partially had a significant positive effect on Regional Original
Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic, (2) Rural and
Urban Land and Building Tax (PBB) -P2) partially had a significant positive effect on
Regional Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic,
(3) Fees for Land and Building Acquisition Rights (BPHTB) and Rural and Urban Land
and Building Taxes (PBB-P2) simultaneously had a significant positive effect on Regional
Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the co-19 pandemic.

Keywords: Land and Building Acquisition Fees, Rural and Urban Land and

Building Taxes, Regional Own Revenue.

PENDAHULUAN

Perimbangan keuangan  antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
telah diatur dalam Undang — Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang — Undang Nomor 33 Tahun
2004 bahwa pendapatan pemerintah terdiri
atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan lain — lain yang sah. Sejak
dikeluarkannya undang — undang tersebut
pemerintah memberikan kebebasan kepada
masing — masing daerah dalam hal
menghimpun sumber dana, mengatur serta
mengelola pembangunan di daerah tersebut
dengan potensi dan juga kapasitas yang
tersedia di keuangan daerah tersebut sesuai
dengan undang - undang yang berlaku.
Dalam hal peningkatan kesejahteraan
penduduk di suatu daerah bukanlah hal yang
mudah, pemerintah daerah harus memiliki
sumber dana yang cukup dalam proses
penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan
mengelola keuangan rumah tangga sendiri
yang dimana nantinya dana tersebut akan
meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut
mengharuskan pemerintah untuk
mengoptimalkan sumber penerimaan daerah
yang salah satunya berasal dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) (Yusran dan Siregar,
2017: 2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan pendapatan yang bersumber
dan dipungut sendiri oleh pemerintah
daerah. PAD bersumber dari pajak daerah,
retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik
Negara Daerah (BUMD) dan juga
pendapatan asli daerah lainnya yang sah

(Nurnajmi  dan Nurhayati, 2019: 505).
Penghasilan terbesar PAD bersumber dari
pemungutan pajak. Pajak dibagi menjadi dua
dalam pengelolaan pemungutannya, yaitu
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat

merupakan pajak yang dikelola oleh
pemerintah pusat, dan pajak daerah
merupakan pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah

(https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/
Materi Terbuka/BABVII.pdf).

Sejalan dengan dua penelitian
sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh
Pendapotan Ritonga, Gaberelaura Pratami,
dan Tuti Anggreani (2021) yang melakukan
penelitian terkait Pengaruh Penerapan E-
PBB dan E-BPTHB terhadap Penerimaan
PAD di masa Covid-19 di Badan Pendapatan
Daerah kabupaten Langkat juga
menghasilkan bahwa secara parsial,
penerapan E-PBB berpengaruh terhadap
PAD pada Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Langkat, secara  parsial,
penerapan E-BPHTB berpengaruh terhadap
PAD pada Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Langkat, dan secara simultan
penerapan E-PBB dan E-BPHTB
berpengaruh terhadap PAD pada Badan
Pendapatan Daerah kabupaten Langkat.
Penelitian oleh Muhammad Igbal dan Deri
Ratna Diana (2019) tentang Pengaruh Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
periode 2011 — 2017 yang menghasilkan
bahwa secara parsial BPHTB mempunyai
pengaruh signifikan terhadap PAD dibuktikan
dengan hasil uji t dengan nilai signifikansi
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0,031 < 0,05, secara parsial terdapat
pengaruh signifikan pajak air tanah terhadap
PAD vyang dibuktikan dengan hasil uji f
dengan nilai signifikansi 108,170 > 6,94, dan
secara simultan terdapat pengaruh yang
signifikan penerimaan BPHTB dan pajak air
tanah terhadap PAD di kabupaten Bandung
periode tahun 2011 — 2017.

Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Yeni Rafika Nengsih (2016)
yang melakukan penelitian terkait Pengaruh
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kota Payakumbuh, menghasilkan hasil
penelitian yang menyatakan bahwa jumlah
relasi BPHTB dan pajak reklame
berpengaruh signifikan dan positif terhadap
PAD kota Payakumbuh. Penelitian lain yang
relevan dilakukan oleh Muhammad Igbal dan
Sukma Juniar terkait Pengaruh Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap
Pendapatan Asli Daerah pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
mendapatkan hasil bahwa secara parsial,
BPHTB tidak berpengaruh  signifikan
terhadap PAD, secara parsial pajak air tanah
berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan
secara simultan, BPHTB dan pajak air tanah
berpengaruh signifikan terhadap PAD pada
Badan Pendapatan Daerah kabupaten
Bandung. Berdasarkan penelitian terdahulu
yang relevan, terdapat satu penelitian yang
menyatakan adanya ketidaksignifikan antara
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dilakukan
penelitian kembali.

Pendapatan Asli Daerah selama ini
menjadi salah satu alat pembangunan.
Selain dana yang berasal dari pemerintah
pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum
(DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jumlah DAU dan DAK tidaklah seberapa

untuk dijadikan sebagai lokomotif
pembangunan daerah. Maka dari itu,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

dijadikan andalan daerah untuk lokomotif
pembangunan. Semakin tinggi jumlah PAD
maka akan semakin besar kemampuan
daerah tersebut untuk membangun. Dikenal

sebagai kawasan wisata dan perdagangan
atau jasa di provinsi Bali, ternyata
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota
Denpasar bukan berasal dari pajak hotel dan
restoran yang bersentuhan langsung dengan
pariwisata terutama saat pandemi covid-19
yang melumpuhkan pariwisata di Bali
(https://www.denpasar-suara.com).

Berdasarkan penelitian terdahulu
yang relevan, terdapat satu penelitian yang
menyatakan adanya ketidaksignifikan antara
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dilakukan
penelitian kembali. Subjek penelitian ini yaitu
kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan
ibu kota provinsi Bali, selain menjadi pusat
pemerintahan, kota Denpasar  juga
merupakan pusat bisnis yang
mengakibatkan kota ini selalu ramai dan
padat oleh aktifitas penduduk lokal maupun
pendatang. Kota Denpasar merupakan
kawasan potensi wisata dan juga jasa yang
menyuguhkan sederetan objek wisata di Bali
yang menjadi tujuan sejumlah wisatan,
selain itu juga kota Denpasar berlokasi
berdekatan dengan pusat pariwisata Bali
Selatan dan juga bandara. Objek wisata
yang ditawarkan meliputi objek wisata hutan
mangrove, museum seni lukis sidik jari,
Taman Werdi Budaya Art Centre, Monumen
Bajra Sandi, dan juga pasar Kumbasari.
Sering disebut sebagai pusat ekonomi pulau
Dewata, kota Denpasar dulunya menjadi
tempat pertemuan antar budaya tradisional
lokal dengan budaya barat
(https://www.balitoursclub.com). Selain
menjadi kawasan pariwisata, kota Denpasar
juga merupakan kawasan jasa seperti hotel
dan restoran. Hotel merupakan suatu
perusahaan yang bergerak pada bidang jasa
akomodasi yang menyediakan pelayanan
yang termasuk layanan kamar 24 jam,
restoran, serta fasilitas yang lengkap. Begitu
juga dengan restoran yang bergerak pada
usaha jasa pangan vyang berlokasi
disebagian ataupun seluruh  bangunan
permanen yang menjual serta menyajikan
makanan dan minuman untuk di jual
(https://bersamawisata.com/berita_dan_pro
mo/hotel-termasuk-bidang-usaha-apa-
menurut-agusnawar-2000-salah-satu/).
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Daerah yang memiliki pendapatan
asli daerah terbesar adalah kabupaten
Badung menduduki peringkat pertama yang
kemudian disusul oleh kota Denpasar
diperingkat kedua selama masa pandemi
covid-19 pada tahun 2020 — 2021. Setiap
tahunnya kabupaten Badung memang
menempati posisi pertama dalam
pendapatan asli daerah yang dimana hal ini
berarti kabupaten Badung menjadi daerah
yang dikatakan paling mandiri diantara
daerah lainnya berdasarkan realisasi PAD,
hal ini tentu saja dikarenakan kabupaten
Badung merupakan pusat pariwisata
terbesar di Bali khususnya Bali Selatan yang
menghasilkan pajak daerah yang menjadi
penyumbang PAD terbesar.

Pendapatan Asli Daerah selama ini
menjadi salah satu alat pembangunan.
Selain dana yang berasal dari pemerintah
pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum
(DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jumlah DAU dan DAK tidaklah seberapa

untuk dijadikan sebagai lokomotif
pembangunan daerah. Maka dari itu,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

dijadikan andalan daerah untuk lokomotif
pembangunan. Semakin tinggi jumlah PAD
maka akan semakin besar kemampuan
daerah tersebut untuk membangun. Dikenal
sebagai kawasan wisata dan perdagangan
atau jasa di provinsi Bali, ternyata
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota
Denpasar bukan berasal dari pajak hotel dan
restoran yang bersentuhan langsung dengan
pariwisata terutama saat pandemi covid-19
yang melumpuhkan pariwisata di Bali
(https://www.denpasar-suara.com).

Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2022,
pendapatan asli daerah (PAD) kota
Denpasar pada tahun 2020 mencapai angka
Rp 731 miliar dan pada tahun 2021 menjadi
Rp 792 miliar. Jumlah ini terbagi dalam pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lainnya PAD yang sah. dari tahun 2020
sampai dengan 2021, terdapat penurunan
dan juga peningkatan pajak dengan rincian
sebagai berikut, pajak retribusi daerah yang
awalnya mencapai angka Rp 29 miliar
menjadi Rp 23 miliar, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp
56,6 miliar menjadi Rp 53,9 miliar,
sedangkan PAD lain yang sah mengalami
peningkatan yang semula Rp 155 miliar
menjadi Rp 193 miliar. Berdasarkan rincian
tersebut, ternyata pajak hotel dan restoran
bukanlah menjadi penyumbang PAD
terbesar kota Denpasar. Selain pajak hotel
dan restoran, di kota Denpasar juga terdapat
pajak hiburan, reklame, penerangan jalan,
parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan
(PBB), dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB).

Pada tahun 2020 pajak hotel di kota
Denpasar hanya berjumlah Rp 54,2 miliar,
sedangkan pajak restoran sebesar Rp 93,2
miliar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan
pajak hotel menjadi Rp 16 miliar dan pajak
restoran hanya sebesar rp 83 miliar. Selain
pajak hotel dan restoran yang menurun,
akibat dari pandemi covid-19 juga
menyebabkan turunnya pajak penerangan
jalan (PPJ) karena banyak akomodasi wisata
yang tutup sehingga menurunnya
pemakaian listrik. Ternyata, pada masa
pandemi covid-19, PAD tersebesar kota
Denpasar pada tahun 2020 — 2021 berasal
dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimana pada
tahun 2020 mencapai angka Rp 93,8 miliar
dan di tahun 2021 mengalami peningkatan
menjadi Rp 105,6 miliar. Selain itu juga Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) juga menjadi penyumbang PAD
terbesar kota Denpasar yang pada tahun
2020 sejumlah Rp 127,8 miliar dan
meningkat pada tahun 2021 sebanyak Rp
212 miliar (Aryo, 2022).

Alasan pemilihan kota Denpasar
sebagai subjek karena pendapatan asli
daerah (PAD) kota Denpasar pada masa
pandemi covid-19 pada tahun 2020 — 2021
berdasarkan Gambar 1, pendapatan asli
daerah kota Denpasar pada tahun 2020
mengalami  penurunan drastis apabila
dibandingkan dengan tahun 2019. Namun,
pada tahun 2021 PAD kota Denpasar
berhasil mengalami peningkatan
dibandingkan dengan kabupaten Badung
mengalami penurunan di tahun 2021. Selain
itu juga kota Denpasar merupakan pusat
pemerintahan provinsi Bali yang menurut
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penulis bahwa hal ini penting untuk diteliti
untuk mengetahui seberapa berpengaruh
pajak daerah bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2) wuntuk menilai tingkat kemandirian
pembangunan pusat pemerintahan provinsi
Bali.

Berdasarkan data  transparansi
keuangan yang ada di website resmi Badan
Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota
Denpasar, BPHTB dan PBB-P2 dijadikan
objek penelitian dikarenakan dalam PAD
yang bersumber dari pajak daerah, BPHTB
dan PBB-P2 yang angkanya mengalami
peningkatan di masa pandemi covid-19 sejak
2020 — 2020 BPHTB dan PBB-P2 setiap
bulannya mengalami peningkatan di setiap
bulannya.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu
terletak pada fenomena yang terjadi di
dalamnya. Pada penelitian terdahulu hanya
meneliti pengaruh pajak daerah yang berupa
BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD suatu
daerah tanpa adanya permasalahan di balik

suatu masalah. Fenomena yang
membedakan pada penelitian ini yaitu
pandemi covid-19 yang sangat
mempengaruhi perekonomian di seluruh

dunia tidak terkecuali provinsi Bali, kota
Denpasar khususnya.

Berdasarkan latar belakang diatas,
sangat penting di kaji atau ditelaah lebih
lanjut terkait dengan “Pengaruh Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) & Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Denpasar Pada Masa Pandemi
Covid-19“.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan laporan
realisasi dan target anggaran pemerintah
kota Denpasar yang setelah BPHTB dan
PBB-P2 menjadi pendapatan asli daerah
(PAD) pada masa pandemi covid-19 yaitu
pada tahun 2019 - 2021.Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif, yang
dimana penelitian kuantitatif merupakan
penelitian yang dipandu oleh hipotesis

tertentu. Tujuan dari penelitian ini dilakukan
untuk menggambarkan karakteristik sesuatu
sebagaimana adanya. Dalam menganalisa
data yang terkumpul, penulis menggunakan
pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
di masa pandemi covid-19.

Pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan di datanya diambil
dari website resmi Badan Pendapatan
Daerah Pemerintah Kota  Denpasar
https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id.
Cara yang digunakan dalam menentukan
sampel penelitian adalah dengan teknik
Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel
dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu
sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh
peneliti yang mana penunjukan dan
pemilihan sampel didasarkan pertimbangan
bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan
sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang

merupakan ciri utama dari populasinya
(Diantha, 2016:198).
Data yang digunakan  dalam

penelitian ini merupakan data sekunder yang
merupakan data diperoleh secara tidak
langsung (bukan dari subjek penelitian
secara langsung). Data ini diambil dari
publikasi transparansi keuangan Badan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota
Denpasar. data sekunder pada penelitian ini
dikumpulkan dengan cara menelusuri
website resmi Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Denpasar, dan data
pendukung lainnya diperoleh melalui artikel
di internel, jurnal, website, skripsi/tesis buku,
dan laporan penelitian terkait lainnya yang
relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
pengumpulan data sekunder dengan data
yang diperoleh dari data transparansi Badan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota
Denpasar, teknik studi dokumen dengan
cara mengumpulkan, membaca, menelaah
serta menganalisis data sekunder yang
berkaitan dengan pengaruh bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
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perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan
asli daerah (PAD). Mempelajari dan
meninvertarisasi serta menganalisis
dokumen yang relevan.

Pada analisa merupakan langkah
yang kritis dalam melakukan penelitian.
Dalam hal ini peneliti harus menentukan pola
mana yang akan digunakan (Fathoni. A,
2006: 96). Setelah data penelitian berupa
data sekunder terkumpul, selanjutnya
dilakukan analisis data dengan
menggunakan analisis statistik deskriptif, uji
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heterokedasitas, uji
autokorelasi, selanjutnya menggunakan
analisis regersi linear berganda dengan
pengujian hipotesis uji statistik t, uji f, dan uji
koefisien determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui analisis statistik deskriptif,
dapat diketahui bahwa nilai rata — rata
(mean) dari variabel terikat (Y), yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp
438.868.308.763,0900. Besarnya nilai
standar deviasi Rp 249.887.107.991,63983.
Jadi, nilai standar deviasi lebih kecil daripada
nilai rata — rata (mean), hal ini berarti
penyimpangan yang terjadi dalam
pemungutan daerah lebih kecil daripada

pendapatan asli daerah (PAD) kota
Denpasar.
Melalui uji asumsi klasik yang

meliputi uji normalitas, asymp.sig (2 — tailed)
menunjukan nilai 0,007 < 0,05. Dari hasil
tersebut, dinyatakan bahwa data tidak
terdistribusi normal sehingga penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan opsi lain
yaitu dengan menggunakan metode Monte
Carlo. Setelah dilakukan uji normalitas
menggunakan model tersebut, Monte Carlo
Sig. (2 — tailed) menunjukan nilai 0,198 >
0,05. Hasil uji multikolinearitas menunjukan
nilai tolerance masing — masing variabel
dalam penelitian ini adalah < 10, dan nilai
VIF > 10. Hasil uji heterokedasitas
menghasilkan pola acak dimana titik — titik
menyebar secara acak diatas dan dibawah 0
pada  sumbu Y. Uji autokorelasi
menghasilkan nilai statistik Durbin Waston
(D-W) sebesar 0,741 yang dimana nilai ini
berada antara -2 sampai +2.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi,
uji selanjutnya yang dilakukan yaitu analisis
regresi linear berganda untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Hasil analisis
disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear

Berganda
Coefficients®
Standardized
Mode/ Unstandardized Coefficients | Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constanf) | 118915180647 | 21412455478 5554 000
981 638

BPHTB 804 A73 194 1700 098

PBB P2 5041 738 780 6.822 000

a. Dependent Variable: PAD

Dari persamaan tersebut

dijelaskan sebagai berikut.

dapat

1) Diketahui bahwa nilai konstanta
sebesar 118.915.180.64.981, artinya
apabila BPHTB dan PBB-P2
dianggap konstan atau  tidak
mengalami perubahan maka PAD
akan mengalami penurunan sebesar
118.915.180.64.981.

2) Koefisien regresi variabel BPHTB
(X1) sebesar 0,804 yang berarti
apabila variabel bebas lainnya tetap
dan BPHTB mengalami kenaikan
sebesar 1 satuan, maka PAD akan
mengalami kenaikan sebesar 0,804.
Koefisien BPHTB dan PAD bernilai
positif, yang artinya semakin naik
pendapatan BPHTB, maka PAD juga
akan mengalami kenaikan.

3) Koefisien regresi variabel PBB-P2
memiliki nilai sebesar 5.041 yang
berarti bahwa apabila variabel bebas
lainnya tetap dan PBB-P2 mengalami
kenaikan sebesar 1 satuan, maka
PAD akan mengalami kenaikan
sebesar 5.041. koefisien antara PBB-
P2 dan PAD bernilai positif yang
berarti semakin naik pendapatan
PBB-P2, maka PAD juga ikut
mengalami kenaikan.

Selanjutnya, dilakukan pengujian
hipotesis. Pertama dilakukan pengujian uji
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statistik (uji parsial) yang diberlakukan pada

masing — masing variabel dependen. Hasil
perhitungan dapat dlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik T

Coefficients®

Standardized
Coefficients r Sig.
B Std. Error Beta
11891518064 | 21412455478
7.981 638
BPHTB 804 473 194
FBB P2 5.041 739 780

Moder | Dstandardized Coefficients

1 (Constant) 5.554 000

1.700 098
6.822 000

2 Dependent Variable: PAD

Ui f
mengetahui

dilakukan dengan
apakah  antara
independen secara bersama -
berpengaruh secara simultan terhadap
variabel dependen (Gita, 2020: 64).
Penelitian ini menggunakan taraf signifikan
5% dengan derajat kebebasan:

tujuan
variabel
sama

1) dfi= k-latau =2-1
=1
2) di;=n-k-latau=36-2-1
=33

Hipotesis yang dirumuskan diuji melalui uji
sebagai berikut.

1) Jika nilai sig < 0,05 atau Fhiwung > Frabel,
maka secara simultan terdapat
pengaruh signifikan antara variabel
independen (X) secara bersama —
sama terhadap variabel dependen
(Y).

2) Jika nilai sig > 0,05 atau Fhiwng < Frabel,
maka secara simultan tidak terdapat
pengaruh signifikan antara variabel
independen (X) secara bersama —
sama terhadap variabel dependen

(Y).

Tabel 3 Hasil Uji F

ANNOV A2

Model Sum of Squares df | Mean Square F Sig.

—

2013353094522274720| 2
0000000000
172170890692144750| 33
000000.000
218552483591480200| 35
{000000.000

1006676972613 | 192.950| 0008

73600000000.000
52172997179437
21000000.000

Regression

Residual

Total

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh
Fhitung sebesar 192,950. Jadi, nilai Fhitung
lebih besar dari Fiape, Yaitu 4,139 > 192,950
dan tingkat signifikan berada dibawah 0,05
atau 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa variabel BPHTB
dan PBB-P2 setelah diuji secara bersama —
sama secara simultan  berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan PAD.

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi

Mopdel Summary
Adjusied R | Std. Error of
Model R R Sguare
Square the Estimate
1 402 a1 Bla| 72.230.877.8
70,50480

a. Prediciors: {Constant), PBB P2, BFHTB

Berdasarkan pada Tabel 4, hasil uji
koefisien determinasi (R2) diatas
menunjukkan nilai Adjusted R Square (R2)
sebesar 0,960 atau 96%. Hal ini berarti 96%
PAD dipengaruhi oleh BPHTB dan PBB-P2.
Sedangkan sisanya 100% - 96% = 4%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua
variabel bebas tersebut.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kota Denpasar pada Masa Pandemi
Covid-19
Berdasarkan

hasil pengujian
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hipotesis, untuk mengetahui pengaruh bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) kota Denpasar pada masa pandemi
covid-19 yaitu pada tahun 2019 - 2020,
pengujian hipotesis menggunakan uji t
dengan membandingkan hasil thwung dengan
travel. Penelitian ini  menggunakan taraf
signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan
derajat kebebasan sebesar 34, maka dari itu
didapatkan hasil bahwa ttabel bernilai 1,690.
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien
beta BPHTB sebesar 0,473 (bertanda positif)
dengan nilai t sebesar 1,700, serta nilai
signifikansi sebesar 0,098.

Slg < 0,05 atau thitung > ttabel =
0,098 < 0,05 atau 1,700 > 1,690

Hasil daripada penelitian ini sejalan
dengan penelitian terdahulu oleh Yusran &
Siregas (2017) yang menyatakan bahwa
semakin tingginya perolehan BPHTB suatu
daerah, maka BPHTB juga akan
mengalami peningkatan dikarenakan
pengaruh daripada BPHTB itu sendiri. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Nengsih,
Y.R (2016) juga menyatakan bahwa
perolehan BPHTB yang memiliki nilai yang
cukup  signifikan ini  didasa  atas
pemungutan pajak BPHTB yang relatif tidak
mengalami hambatan karena sifatnya yang
pasif.

Selain itu juga Igbal & Diana (2019),
myatakan  bahwasanya  meningkatnya
perolehan BPHTB ini juga didukung karena
kenaikan minat masyarakat terhadap
property yang dibarengi dengan
pembangunan perumahan hingga jual beli
tanah maupun bangunan. Ini berdampak
pada sumbangan BPHTB terhadap PAD
yang setiap tahunnya dinilai besar dan
potensial.

Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kota Denpasar pada Masa
Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis, untuk mengetahui pengaruh pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan
asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa

pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 —
2020, pengujian hipotesis menggunakan uji t
dengan membandingkan hasil thitung
dengan tupe. Penelitian ini menggunakan
taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05
dengan derajat kebebasan sebesar 34,
maka dari itu didapatkan hasil bahwa tipel
bernilai 1,690. Hasil uji t menunjukkan
bahwa nilai koefisien beta PBB-P2 sebesar
5,041 (bertanda positif) dengan nilai t
sebesar 6,822, serta nilai signifikansi
sebesar 0,000.

S'g < 0,05 a.ta.u thitung > ttabel =
0,000 < 0,05 atau 6,822 > 1,690

Hasil tersebut menunjukkan bahwa
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan  (PBB-P2) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) kota
Denpasar pada masa pandemi covid-19
tahun 2019 - 2020. Dengan demikian,
hipotesis H; dalam penelitian yang
menyatakan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara
parisal berpengaruh  positif terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) kota
Denpasar pada masa pandemi covid-19
diterima dan dapat didukung secara
empiris.

Penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian terdahulu oleh Yusran & Siregar
(2017) yang menyatakan bahwa sebagai
salah satu pajak daerah, pbb memilik
kontribusi yang tinggi terhadap PAD. Ritonga
(2019) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa tanah dan bangunan merupakan
objek pajak PBB-P2 yang dimana
pemungutan pajak yang dibayarkan setiap
tahun secara rutin atas dasar asas
kenikmatan dan manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh
Lusiana & Nujanah (2017) menyampaikan
bahwa pengalihan sistem pemungutan PBB-
P2 menjadi E-PBB-P2 dinilai dapat
mempermudah sistem pembayaran. Sistem
pembayaran sebelumnya dinilai  sukar
sehingga menyebabkan fluktuatif, namun
pada penelitian oleh Irham (2016) dan
Matanari & Siagian (2022), menyampaikan
bahwa hambatan — hambatan yang terjadi
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dalam pemungutan PBB ini dapat teratasi
dengan memberi edukasi terhadap warga
akan pentingnya membayar pajak,
mengefisienkan akses pembayaran pajak
serta meningkatkan kualitas SMD pelayanan
pajak.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(PBB-P2) berpengaruh  terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota
Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19
Pada penelitian ini, untuk mengetahui
pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) kota Denpasar pada masa
pandemi covid-19, dilakukan pengujian
hipotesis dengan melakukan uji signifikan
simultan (uji F). penelitian ini menggunakan
taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan derajat
kebebasan sebesar df; = 1, dan df; = 33
yang menghasilkan fape Sebesar 4,139. Hasil
uji F menunjukkan bahwa nilai Fniung S€DESAr
192,950 dan signifikansi sebesar 0,000.

S|g < 0,05 a.tau Fhitung > Ftabel =
0,000 < 0,05 atau 192,950 > 4,139

Hasil tersebut menunjukkan bahwa
bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2) secara simultan berpengaruh positif
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
kota Denpasar pada masa pandemi covid-
19 tahun 2019 — 2020. Dengan demikian,
hipotesis Hs; dalam penelitian yang
menyatakan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2) secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pendapatan
asli daerah (PAD) kota Denpasar pada
masa pandemi covid-19 diterima dan dapat
didukung secara empiris.

Penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian terdahulu oleh Yusran & Siregar
(2017) dan Ritonga (2021) yang menyatakan
bahwa pemasukan BPHTB dan PBB setiap
tahunnya mampu menutupi penurunan PAD

yang terjadi. Disamping itu, pengalihan
sistem pemungutan BPHTB dan PBB ke
sistem elektronik juga dinilai menjadi
penyebab peningkatan kedua pajak daerah
tersebut secara signifikan yang berpengaruh
pada peningkatan PAD.

Selanjutnya pada pengujian
hipotesis H3 dalam  penelitian  ini
menggunakan uji koefisien determinasi (R2)
dengan tujuan mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menggambarkan
variasi variabel independen. Hasil uji
determinasi (R2) menunjukkan nilai Adjusted
R Square (R2) sebesar 0,960 atau 96%,
yang berarti 96% PAD kota Denpasar pada
masa pandemi covid-19 tahun 2019 -2020
dipengaruhi oleh perolehan pajak daerah
BPHTB dan PBB-P2. Sedangkan sisanya,
100% - 96% = 4% dipengaruhi oleh pajak
daerah lain diluar BPHTB dan PBB-P2.

SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data
yang dilakukan menggunakan SPSS 26
mengenai “pengaruh bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan
asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa
pandemi covid-19 tahun 2019 — 2020”, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) secara parsial
memiliki pengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) kota
Denpasar pada masa pandemi covid-
19 tahun 2019 — 2020.

2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) secara
parsial memiliki pengaruh positif
terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) kota Denpasar pada masa
pandemi covid-19 tahun 2019 -
2020.

3. Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) secara simultan
memiliki pengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) kota
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Denpasar pada masa pandemi covid-
19 tahun 2019 — 2020.

SARAN
1. Bagi Dewan Perwakilan
Republik Indonesia (DPR RI)

Rakyat

Sebagai lembaga legislatif,
diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum atas aturan yang
dikeluarkan terkhusus perpajakan.

2. Bagi Instansi Perpajakan

Sebagai yang berwenang dalam
pemungutan pajak, diharapkan
instansi perpajakan dapat
meningkatkan kualitas SDM
pelayanan  pajak untuk dapat

mendorong masyarakat selaku wajib
pajak mematuhi kewajiban dalam hal
membayar pajak.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak
diharapkan dapat memenuhi
kewajibannya, hal ini juga merupakan
salah satu kontribusi dalam
pertumbuhan serta pembangunan
suatu daera karena pajak daerah
merupakan salah satu penyumbang
terbesar dalam pendapatan asli
daerah (PAD).

4. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi dalam penelitian
lain yang berkaitan dengan pajak
daerah khususnya bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB)
dan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),
serta pendapatan asli daerah (PAD)
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